)
*Wi

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA
DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK HARJO MAKMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017 DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2021
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REPALA DESA JATIHARIO
KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR

PERATURAN DESA JATIHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA HARJO MAKMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIHARJO,

Menimbang: 0. bohwa dalam rangkn memajukan usaha dibidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Jatharo
perfu dibentuk Bedan Usaha Milik Desa Jatiharjo
dengan noma BUM Desa Harjo Makmur Jatiharjo;

b. bahwa untuk melaksanaknon Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah
Republik Indonesin Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6623) dalam upaya
meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat,
Pemerintah Desa dapat membentuk Bada Usaha Milik
Desa sesuni dengan kebutuhan don potensi Desa;

e. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b
dintns, perlu menetapkon Peraturan Desa tentang
pendirinn Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA).
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Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54935);

2. Undang - Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomeor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer 3538),

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202}
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Noemor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 111 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 20191);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolann Keuangan Desa (Berita Negam
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093}

7. Peraturan Menteri Perdesaan dan Pembangunan Desa
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor | Tahun 20135
tentang Kewenangan Desa (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

8. Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertingeal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Momor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendatann
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
Dan Pengadaan Barnng Dan/Atau .Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

9, Peraturan Desa Jatharo Nomor 2 tahun 2019 tentang
Rencann Pembangunan Jangka Menengnh Desa [Beritn
Desa Jatiharjo Tahun 2019 Nomor 2)
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHARJO

dan

KEPALA DESA JATIHARJO
MEMUTUSHKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA HARJO MAKMUR DESA JATIHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan @

1. Desa adalah Desa Jatiharjo yang berkedudukan
di kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganvar,
Provins: Jawa Tengah

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Jatiharjo

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatihario

4. Badan Permusyawaratan Desa, sclanjutnya disebut
BPD, adalah BPD Desa Jatiharjo

'5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah BUM Desa “Harjo Makmur®,

6. Badan Usaha Milik Desa vang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah badan hukum vang didirikan oleh Desa
Jattharjo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi  dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/fatau menyediakan
jenis  usaha lainnya untuk  sebesar-besamyn
kescjahteraan masyarakat Desa Jatiharjo.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secar
mandiri oleh BUM Desa,
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8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM
Desn ynng melaksanakan kegiatan bidang ckonomi
danfatau pelayanan umum berbadan hukum yang
melnksanaknn fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaron Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata
lnksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian
BUM [Desa.

10, Angparan Rumah Tangea adalnh pedoman wvang
memuat peraturan bagi anggota organisasi  dalam
menjalnnkan kegintan organisasi.

11. Organizasi BUM Desa pdalah kelengkapan
organisnssi BUM Desn yang terdiri atas Musyawarah
Dean, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang bernsal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggarnn Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah;

13, Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM
Desn, batk yang berupa uang maupun benda lain yang
dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak
berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan
memberikan manfaat atau hasil.

BaB II
FENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan
jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya
untuk sebesar-besarmya kesejahterasn masyarskat Desa,
Desa Jattharo mendirikan BUM Desa HARJO MAKMUR.
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Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Haro Makmur
Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BABE IlI

RETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

{1} Peraturan Desa Jatiharjo Nomer 1 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran
dasar BUM Desa Jatiharjo, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

{2) Susunan kepengurusan BUM Desa Jatiharo yang
masih  berjalan, disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Desa ini.

(3] Peraturan Desa Ini dimulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sctinp orang mengetahuinya,

memerintakkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa Jatiharjo.

Ditetapkan di Jatiharjo

i

Diundangkan di Jatiharjo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DESA JATIHARJO

RIRIN MIRAWATI, SKM
LEMBARAN DESA JATIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 6

24 September 2021
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LAMPIRAN PERATURAN DESA JATIHARJO

TENTANG : PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA HARJO MAKMUR DESA
JATIHARIO

NOMOR  : 6
TANGGAL : 24 September 2021

ANGGARAN DASAR
GUM DESA HARIO MAKMUR JATIHARIQ

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maba Esa dan atas perjuangan berbagai pihak,
Undang - Undang Nomor 11 Tohun 2020 tentang Ciptn Kerja telnh Inhir.
Undang - undang ini menegasknn kedudukan BUM Desa scbagni badan
hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting
schagni konsolidator produk/jasn masyvarakat, produsen berbagai kebutuhan
masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan
berbagni fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan
asli Desa disamping tetap memberikan manfant bagi masyarakat.

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian  disusun  sebagai usaha Bersama berdasar atas asas
kekelunargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh
semangnt kekeluargaan don kegotong royongan, Wujud nyata dari kedua
semangnt tersebut adalah Musyawarah Desa sebagal organ tertinggl dalam
pengambilan kepumusan BUM Desa. Karenanya kesejahternan masvarakat
gecarn keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya

kesejahteraan masing — masing individu,

BABI
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
(1) BUM Desa ini Bernama BUM Desa Hoarje Makmur Desa Jatiharjo yang
selanjutnya disebut sebagai BUM Desa dulam Anggaran Dasar ini.
(2) BUM Desa Harfo Makmur Desa Jatiharjo berlkeedudukan di Desa Jatihadgo,
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar
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BAB I
MARSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pnsal 2

(1) Maksud dan wjuan pendivinn BUM Desa ndalah :

. Persewann;
Peternakan;
Pengelolnan air beraih;
Taman Rekreasi/ Taman Wisata:
Aktivitas penunjang kelistrikan;
Pengelolaan dan pembuangnn sampah tidak berbahaya;
Perdagangan besar berbagai macam barang;
Perdagangan besar berbagni barang dan perlengkapan rumah tangga

m o8 RN T

4

lamnya;

i. Perdagangan besar berbagai macam matenial bangunamn;

j. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,
minuman ataw embakey di supermarket/minimarket;

k. Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;

Pertanian;

m. Lembaga keuangan mikro koenvensional;

Pedagang perantara (makelar);

—
H

&

BAB IIT
JENIS USAHA
Pasal 3
(1} Untuk mencapai maksud dan tujuan terscbut diatas BUM Desa dapat :
a. Menjalankan usaha dalam bidang persewaan yang meliputi :

1. 77291 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Alat Pesta Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa
guna usaha tanpa hak opsi scmua jenis barang untuk keperluan
pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta
kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan
perlengkapan pesta lainnya.

2. 77305 Akuivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mesin Pertanian Dan Peralatannya
Kelompok ini mencakup kegintan penyewaan dan sewa guna usaha
tanpa hak opsi (cperational leasing) mesin dan peralatan pertanian
dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti
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measin dan peralatan yang dibhasillkan aleh sub golongan 2821, sebagai
conloh troactor pertanion dan sejenisnyn. Penyewaan mesin dan
peralatan pertanian don kehutanan dengan operatornya termasuk
perlengkapannyn secarn  berturut-turut dimasukkan dalam sub
golongan Q1G] dan 0240, Bewn guna usaha dengan hak opsi
(inancial leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan
dimasukkan kedolnm 64910.
b. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan yang meliputi :

1. 01442 Pembibitan Dan Budidayn Kambing Potong
Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan
kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong,
mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budi
doyn  kambing (termasuk  kegiatan  penggemukan) untuk
menpghasilkan kambing potong,

2, 01411 Pembibitan Dan Budi daya Sapi Potong
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan
pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi
potong, mani dan mudigah dan  peternakan  yang
menyelenggarakon budi daya sapi polong (termasuk kegiatanp
enpeemukan) untulk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.

¢, Menjalankan usaha pengelolaan air bersih

36003 Aktivitas penunjang pengelolaan air bersih

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung

berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih,

seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan

penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok init ermasuk distribusi air

yang dilaluban PCTOrANEAN seperti pedagang air

pikulan/dorengan/mobil tangki,

d. Menjalankan usaha taman wisata

03232 Taman Rekreasi/Taman Wisata

Kelompok ini mencakup suamu usaha yang menyediakan tempat

tdan berboagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan

rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayvaan

sebagai usaha pokok disuat Kewasan tertentu [termasuk pantai) dan

dapat dilengkapi dengan penyedinan jasa pelayanan makan dan

miinum sertn akomodasi

H Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e, Menjalankan Jasa Pemmbayvaran Listrik
25014 Aktivitas penunjang kelistrikan
kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung
berhubungan dengan usaha kelenaga listrikan, seperti jasa
pencatalan meteran dan pemberian tagihan, Termasuk kegiatan
perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang
melakukan penjualan listnk melalui system distribusi tenaga listrik
vang dioperasikan oleh pithak lain, kegiatan pengoperasian
pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta
kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang
kelistrikan lainnya.

f. Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan sampah tidak
berbahaya
38211 Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk
pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah
vang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan
atay tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan
bakar substansi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk
kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelilaan sampah
organik untuk pembuangan.

g. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang
46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam
barang vang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada
kekhususan tertentu)

h. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai barang dan
perlengkapan rumah tangga lainnya
46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan
RUmah Tangga Lainnyva YTDL
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang
dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dar
kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman
suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk
rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain) serta alat
peragn Pendidikan,

i. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam material
bangunan
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AG63A Perdongongon Desor Berbagnl Macam Material Bangunan
Kelompok il mencokup usahs perdogongan besar macem-macsm
mnderinl bangunan, sepertl semen, poanir, paku, cat dan lain-lain,

i Menjalankan uwsahn  perdagnngan  eceran berbagai macam barang
yong  ulamanyn makanan,  minuman atou lembakau  di
supermarket/ minimarket
47111 Perdagangnn Ecernn Berbagni Macom Barang Yang Ultamanya
Makanan, Minuman atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket
Kelompok ini mencakup usnha perdogangan eceran berbagai jenis
barnng kebutuhon yang utamanyin bahan makanan,minuman atau
tembankou dengan hargn yang sudah  ditentukan serta pembeli
mengambil  dan  membayar sendiri  kepada | kasir  (self
service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa
baarang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga,
mainan anak-anok, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket
atau minimorket,

k. Menjalankan usaha perdagangan cceran berbagai macam material
bangunan
47528 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai
macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-
lain.

1, Menjalankan usaha pertanian
01111 Pertanian jagung
Kelompek ini mencalup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan
dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman
serealia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan
tanaman jagung.

01114 Pertanian kacang tanah

Kelompok ini mencakup usaha perianian kacang tanah mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga
pemanenan dan pasca panen jka mernjadl satu kesatuan kegiatan
tanaman kacang tansh (kacang palawija), Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.

01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan,
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dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan
kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen
[GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi
hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasillan
dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya
dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas
Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak
termasuk scbagai padi hibrida.

01122 Pertanian padi inbrida

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida)
mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemalan, penanaman,
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi
satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah
kering panen (GKP). Termasuk Kegiatan pembibitan dan pembenihan
tanaman padi in hibrida, Padi in hibrida adalah padi yang produksi
benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara
alami. Terdiri duri Padi warietas Unggul Non Hibrida seperti
Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan
Padi Varietas Lokal yang telah ada dan dibudidayakan secara turun
termnmurun oleh petani.

01132 Pertanian hortikultura buah

Helompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai
dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,
pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan
tanaman hortikuftura buah, seperti semangka, belewah, melon,
timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman hortikultura buah,

Menjalankan usaha keuangan

64151 Lembaga kevangan mikro konvensional

Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya
menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggola
dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha, Lembaga keuangan yang termasuk
kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank
Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD], Badan Kredit Kecamatan (BKK),
Kredit Usaha Ralkyat Kecil (KURE}, Lembaga Perkreditan Kecamatan
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[LPK], Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit
Pedesaan (BUKP], dan sejenisnya

. Menjalankan usaha perdagangan perantara [makelar)
47920 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar] yang
menerima  komisi dard  pedagang eceran  lainnya  yang
memperdagangkan barang-barang di dalam neperi atas nama pihak
lain

BAB IV
ORGANISAS] BUM DESA

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 4
{1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
{2) Musyawarsh Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana
operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
(3] Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi
oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas ;
a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b, Musyvawarah Desa khusus.

Pasal 6
(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf a :
a, Pelaksana operasional menyvampaikan ;
. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat
untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah
Desa menjadi rencana program kerja.
3. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha,dalam hal BUM
Desa mempunyai saldo laba vang positil.
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(2] Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja
oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan Pembebasan
tangpung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas
pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas
kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku vang lalu, sejauh
Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan
Keuangan.

{3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk
melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) har
kalender,

Pasal 7

(1) Musvawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan
adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah
Desa,

{2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau
pengawas kepada penasihat.

(3] Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal B

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
€. unsur masvarakat vang terdiri atas :

1. penyerta modal;

2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM
Desa / Unit Usaha BUM Desa,

(2} Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat.
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Pramal

Musyawarah Desa berwenang :

Loomenctapkan pendicion BUM Desa)

b, menctapkan Anggaroan Dasar BUM Dean don perabahannyn;

O

membahas  don memutuskan  jumlbah, pengorginisoesion,  hok don

Rewnnban, sertn ewenangan pithak penerima Kussa limgst kepenanithaton;

. mengangkat dan memberhbentikon secarn letap pelnksonn operastonal
BUM Dezag

e, mengunghkol pengawas;
mengungkol sekretaris don bendahor BUM Dena;

g, memberikon persetujunn atns penyertian modal oleh BUM Desn;

h, memberikan persetujuan atas mneangan rencann progenm  kerjn yang
dinjukin  oleh pelaksann operasional  setelah  ditelanh pengawan  dan
penasihong

L memberikan persetujunn atas pinjaman DUM Desa dengan jumlah tertentu
sebogmimana ditetapkon dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

j.  memberikan persetujunn atas Kerjasamn BUM Desa dengan nilai, jumlinh
investosi, donfatau bentuk Kerjasamn  tertentu  dengan pihak  lain
sebagnimana ditetopkon dodoom Anggoarnn Dosar BUM Desag

k. menctapkan pembogian besaran Inbo Bersih BUM Desi;

. menctapkan tujuan penggunaan lnba bersih BUM Desia;

m. memutuskan penugnsan Desa Kepodn BUM Desa untuk melakaanakan
kegintan terteni;

n. memutuskan penutupnn Unit Usahn BUM Desa;

o. menctapkan prioritas penggunonn pembagian hasil Usaha BUM Desa
don/atow Unit Usabn BUM Desa yang disernhkan kepada Desa;

p. menerima laporan tahunon BUM Desa dan menyatakan pembebasan
tangpungjowab penasibat, pelaksann opernsional, don pengawas;

gq. membahas dan memutuskan penutupan keruginn BUM Desa dengan asset
BUM Desa;

r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungiawaban yang harus
dilaksanakan oleh penasihat, peluksana operasional, dan/atau pengawas
dalam hal terjadi keruginn BUM Desn yang diakibatlan oleh unsur
kesengajann atnu kelnlnian;

a.  memutuskan untuk menvelesaikan kerugion secara proses hukum dalam

hal penasihat, pelaksanan operagional, dan/atmu  pengawas tidak

menunjukknn iktikod baik meloksanaknn perianggungiawaban;

H Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

t. memutuskan penghentinon seluruh keginton opernsional BUM Desa karena
keadaan tertentu;

u. menunjuk penyelesai dalam mngka penyeleaainn seluruh kewnjiban dan
pembagian harta atau kekayvann hasil penghentinn kegintan usaha BUM
Desa;

¥. meminta dan menerima pertanggungjawnban penyelesai; dan

w. memerintnhkan pengawns atau menunjuk auditor independent untuk
melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan
dan/atau kelalaian dalom pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedun

Pennasilind

Pasal 10
Penasihat dijabat secara mnglap oleh Kepaln Desa.

Pasal 11
Penasihat sebognimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang
a, bersama  pelaksana  operasional  dan  penpawas, membahas  dan

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannyn;

b. bersama dengan pengawas meneclaah mneangan rencann program kerja
yang diajulkan oleh pelaksana  operasional untuk  dinjukan  kepada
Musyawnrnh Desa;

c. menctapkan pemberhentinn secam tetap pelaksann operasional seauni
keputusan Musyawarah Desa;

o, dalam kKeadnaon terientu memberhentikan secarn sementorn  pelnk=snnn
operasionul dan mengambil alih pelnksannan opermsionnl BUM Desa;

¢. Bersamn dengan pelnksana operasional dan pengawas, Menvusun don
menvampaikon anolisis keaangan, repcann keginton dan kebatahoan dalam
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan fatau masyarnkat Desa
untuk diajukan kepadn Musyawarah Desa;

f. melakukan telanshan atas laporan pelaksanaan pengelolann Usaha BUM
Desa oleh pelaksana operasional dan Inporan pengawasan oleh pengnwas
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

g. menetapkan pencrimann atau pengesanhan laporan tahunan BUM Desa
berdasarkan keputusan Musyawarah Desag;
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h. Bersama dengan pengawns, memberikan persetujunn atas pinjaman BUM
Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa; dan

i, Bersamna dengan pengawas, memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM
Deza dengan nilai, jumlah investosi, dan/atau bentuk Kerjasama tertentu
dengan pihak lnin scbagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM

Desa.

Paznl 12

Penasihat sebagnimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas !

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. menelanh mancangan rencana program kerja dan menstapkan rencana
program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

€. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa
sesual dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Bersama pengawas, menclonh laporan semesteran atas  pelalksanaan
pengelolann usaha BUM Desa;

e, Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

[. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan/atau keputusan Musyawarnh Desa;

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Fumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa setsuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasthat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak :
a. memberi kuasa kepada pihak lain wuntuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdic atns :

1. Oaji pokok setinp bulan senilai Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah);

2. Pendapatan lain yang sah sesuni dengnn kemampuan keuangan BUM
Desa;
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Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya
disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15
{1} Dircktur sebapgaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang
perscorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur
masyarnkal dalam Musyawarah Desa,
(2) Orang perscorangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memenuhi syarat meliputi ;

a. warga Desa Jatiharjo;
b. schat jasmani dan rohani | tidak sedang menderita penyakit yang

dapat menghambat tugas sebagal Direktur);

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas schagai direktur;

d. berpendidikan minimal 5MA sederajat;

. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
tidak pernah dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha
dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di
bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan

k. tidak sedang mendudulki jabatan yang  berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
Direktur BUM Desa.

{3} Musyawarah Desa memilih orang perseorangan  yang diusulkan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan
schagaimana dimaksud pada ayat (2).

[4) Orang perseorangan yang terpilih sebagnimona yang dimaksud pade ayat
(3) ditetapkan oleh Musynwarah Desa sebagni Direktur,

(5) Pelaksann operasional BUM Desn sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayal (4] memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
Kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan
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dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya,
kaderiaasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 16
[1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musvawarah Desa

karena alasan :

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan bailk;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang - undangan;

e. terlibat dalam Tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

d. melakukan Tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
scharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum vang tetap; dan

. mengundurkan din.

Pasal IT

Direktur berwenang : Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan

menyepakati :

a. Anggaran Rumah Tanggn BUM Desa dan/atau perubahannya;

b, mengambil keputusan terkait operasionalizasi Usaha BUM Desa yang
sesual dengan gars kebijjakan BUM Desa vang dinyatakan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangea dan keputusan Musyawarah Desa;

¢. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi
maupun dengan pihak lain;

d. mengatur ketenfuan mengenal ketenagakerjoan BUM Desa termasuk
penetopan gaji, tunjangen, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan
bendahara berdasarken peraturan  perundang-undangan  mengenai
ketenagakerjaan;

f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar
BUM Desa;

g. melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha
BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat
sesunl ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai vang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
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.. melakzanakan tujunn penggunaan Inba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapknn oleh Musyawnrah Desn;

J. melaksanakan kegintan tertentu yang ditugnskan oleh Musyawarah  Deaa;

k. bertindak sebagni penvelesal dalom hal Musynwarah Desa tidak menunjuk
penvelesai; don

L mengntur , mengurus, mengelola, melakuknan segala Tindnkan dan/atau
perbuatan Iainnyn bagi kepentingnn pengurusan BUM Desa mengenai
segala hal dan segnlan kejadian, dengan pembatasan scbagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM

Dresa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direkiur bertugas ;

a. menjalankan segala Tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa
untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM
Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/fatau di luar pengadilan
mengenail scgala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan scbagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa
dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan,

b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

¢. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

d. Menyusun laporan tahunan pelaksanann pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelash cleh penasthat
dan pengawas;

e. atas permintaan penasibat, menjelaskan persoalan pengelolann BUM Desa
kepada penasihat;

{. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah

Desa; dan
g. Bersama dengan penasibat dan pengawas, Menyusun dan menyampaikan

analisis  keuangan, rencana  kegintan  dan kebutuban  doalaom  rangka
perencunnnn penombahon modal Desa donfotnn masyarakat Deaa untuk
diajukan kepada Musyawnrah Desa,

LTETT AT
Direktur berhalk :
. mewakili BUM Desa didolom dan diluar pengndilan tentang segaln hal

dan dalnm segnln kejadinn;
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b. mengangkat dan memberhentikan pegawai salisin selcemsis de=
bendahers;
¢. Memperoleh penghasilan vang tendisi ams :
1. gaji pokok senilai Rp S00.000,- (Lima Ramss Rt Rumishr
2. munjengan THR satu kel gaji pokok senilsi Rp 500,000~ (Li=s Rans
Ribu Rupiahj;dan
3. maniaat lainnva berupa bayaran tambshan st=s prestesl 222 Seben
kerga lebih vang dibebankan sepert lembur, nemansas peralenen
musibah dan tambahan lainnya

Bagian Keempat
Penpawas

Pasal 20
{1] Pengawas diangkst dari orang perseorangan Vang diusulkan oleh Repala
De=a, BPD, dan/etau unsur masyvarakay dalars Musvawarah Desa.
(2} Omang perseorangan stbagaimana dimaksud pada gvat (1) haros memermuts
svarat meliputi
a. warga Desa Jatiharjo;
b. sehat jasmani dan rohani | tidak ssdang menderiza peryakit vang
dapat menghambat tugas sebagai pengawas |;
memiliki dedikasi untuk melaksanakan fugas sehagsi pengswss:
berpendidikan minimal SMA sederajat;
tidak pernah dinyatakan pailit;
tidak pernah dinvatakan bersalah dan menvebablan sebuah veshe
dinyatakan pailit;
tidak pernah dihwkom karena melakukan ondak pidana;
h. memiliki keahlan dan pengetabuan yvang memadsi mengenai usaha di
bidang ckonomi danfatau pelayanan umum;
i memiliki kemampuan kepemimpinan dan kegasama; dan
j.  bukan dari unsur perangkat desa dan BFD

=8 oaon

13} Musvawarah Desa memilth orang perssomangan vang  diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dengan kntena persyamamn
sebagaimana dimaksud pada avat (3).

(4] Omng perseorangan yvang terpilih scbagaimana yang dimaksud pada ayat
(3) diterapkan oleh Musyawarah Desa scbagai pengawas.
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[3) Pengawas BUM Desa schageimana dimaksud dalam Passl 20 &=t (5
memegang jabatan sclama 35 (lima) tahun dan dapar diangimt Kembe®
paling banyak 2 [dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan diniia
mampu melaksanakan tugas dengan baik selams mas=a abaranova,
kaderisasi, dan menghindarksn konflix kepentingsn

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu - wektu oleh Musyzwarzh Desa karena

alasan :

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan bajk:

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggs dan/amu
peraturan perundang - undangan;

c. terlibat dalam Tindakan vang merugikan BUM Desa dan/atzu Desa:

d. melakukan Tindakan vang melanggar etika dan/atsu krpatutan yang
scharusnya dihormati sebagai pengawas:

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan vang mempunya
kekuatan hukum yang tetap; dan

. mengundurkan diri.

Pazal 22
Pengawas berwenang :

g. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program Kefa
yang diajukan oleh pelaksana operasional unmk diajukan kepada
Musyawarah Desa;

b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahss dan
menyepakati Anggaran Rumsah Tanggs BUM Desa dan/atau perubahannya;

c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjfaman BUM
Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggsman
Dasar BUM Desa;

d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM
Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kegasama tertentu
dengan pihak lain sebapaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

e. Bersama dengan penasihat, Memvusun dan menvampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan keburuhan dalam rangka perencanaan
penambahan modal Desa dan/atau masyamakat Desa kepada Musyawarzh
Desa;
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. atns perintnh Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit
investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian
dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa;
dan

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa,

Pasal 23
Pengawas bertugas :

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan
terthadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan,
melakukan audit investigative terhadap laporan keuangan BUM Desa;

¢, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk digjukan kepada
penasihat;

e, bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

{. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

g. Bersama penasihat, menclaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam
Musyvawarah Desa.

Pasal 24

Penpawas berhak memperoleh penghasilan yang terdini atas :
a. Oaji pokok setiap bulan senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
b. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
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BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 25

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2} Modal awal BUM Desa scbagaimana dimnksud pada ayat (1) terbagi atas ;
Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp 27.500 000,- {Dua Puluh Tujuh
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Atau 100 % (Seratus per serntus);

(3} Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdir atas
a. Kajang 12 kotak senilai Rp 20.000,000,- [Dua Puluh Juta Rupiah];

b. Traktor 1 unit senilai Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah];
Bagian Kedua
Aset

(1) Pasal 26 (1) Aset BUM Desa bersumber dar
a. Penyertaan modal;
b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atou
e, sumber lain yvang soh.
(2] Perkembangan dan keberndaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkaln

dalam laporan keuangan.

Pasal 27
(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Dacrah, dan/atau pihak lainnya.
(2] Bantuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pazal 28
(1} BUM Desa dapat melakukan pinjaman yvang dilakukan dengan memenuhi
prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektil, serta kehati-hatian
sesual dengan kKetentuan peraturan perundang- undangan.
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(2) Pinjoman BUM Desa dapat dilakukan kepada Lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri
lainnya dengan ketentuan :

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan wusaha danjatau
pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran Kembali pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lain dalam kurun wakiu yang tidak melebihi sisa masa
jabatan direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang schat paling sedikit 2 [dua) tahun
berturut - turut;
tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e, asset Desa vang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil
manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan
atau agunan.

Pasal 29
{1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih darni
atau sama dengan 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa,
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang
dari 200 juta dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan

pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA
FPasal 30

(1) BUM Desa dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas ;
a. kerjasama usaha; dan
b. kerjasama non-usaha,

{3) HKerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa
serta para pihak vang bekerja sama.

{4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia
usaha atau koperasi, Lembaga non pemerintah, Lembaga Pendidikan dan
Lembaga social budava yang dimiliki warga negara atau badan hukum
Indonesia, dan BUM Desa lain.
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Peamnl 1

(1 Kerjasamn usalin selagnlmonn dlmoksin] dalom Pasal 30 ayat (2) ool o
termasik namun tdak terboton berupn Kerfeanmo dengan pemeriniah
Desn dofom bidong pemanfmion ossel Dess aenund dengnn ketentuan
perniurmnn perundangon - undongan mengenal pengelolaon anset Dean,

2)  Dalam Kerjnanmn usabo sebagnimonn dimadesod pado ayne (1), BUM Densn
dilornng menjadikon atou  meletnkkon  beban  kewajiban alnu  prestosi
apapun untuk plhak lnin (ermasak untuk penulupan ristke keruglan
don/atou jominan pinjoman otas ossel Desa yang  dikelola,

didayagunakan, don dinmbil manfant tertentu,

Poanl 3%
{1} Selain Kerjasoma usahn sebogaimnnn dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)

BUM Desa dapat melakukan Kerjasnma usaha dengan pihak lain berupa
Kerjosama  usaba  termosuk  nomun  tddek  terbotes  dalam bentuk
pengelolaan Bersamao sumberdayn.

(2] Kerjasama usaha BUM Desa dengan pihok lain berupa pengelolnan
Bersuma sumberdayn scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan
getelnh  mempertimbangkan  kedudukan hukum status  kepemilikan
dan/atau penguasann objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Pasal 33
{1} Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih darl atau sama dengan 200
juta dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

{2) Kerjusama usaha dengan nilai investasi kurang dari 200 juta dilakukan
sctelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34
(1) Bentuk Kerjasama usaha ¢
a. Pengelolaan Aset Desa;
b. Kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus Juta Rupiah) Dilakukan seielah mendapat persetujuan

Musyawarah Desa;

(2) Bentuk Rerjnaama usaho :
o, Kemitraon usanha dengan masyarnlat desn;

H Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

b.Kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp 200.000.000,-
[Dua ratus juta rupiah) Dilakukan setelah mendapat persetujuan
penasihat dan pengawas;

Pasal 35
(1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
Huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedilit :
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
(2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan
penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 36
(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil
kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 {satu} tahun
bukaa.
{2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibagi atas :

a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 60 % (enam puluh per
seratus);

b. Penghargaan penasihat sebesar 5 % {lima per seratus)

c. Penghargaan pengawas sebesar 5 % (lima per seratus)

d. Penghargaan kinerja pengelola 5 % (lima per seratus)

e. Pengembangan usaha 10 % (sepulub per seratus)

[. Biaya Sosial sebesar 15 % (lima belas per seratus] vang masuk dalam
alokasi anggaran pada rencana binya tahun berikutnya;

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dialokasikan untuk :

a, pendapatan asli Desa  sebesar A0% (empat puluh per  serntus) yang
penggunaannya  diprioritnskan  untuk  pemberion  bantuan  untuk
masyarakal miskin, bantuan sosinl, don sebagninyo;

b, liabin ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Deso/Unit Usahn BUM Deso
yang membutubkon pengembonngnn usahn sebesoe 20% (dun puluh per

Reratiin).
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BAB VIl
KEPAILITAN BUM DESA
Pasal 37
(1) Kerugion yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
(2} Dalnm hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan asct dan
kekaynan yang dimilikinya, dinyatakan rug melalui Musyawarah Desa.
() Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan
aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
PEMEBUBARAN
Pasal 38

(1) BUM Desa dapat dibubarkan dengan alasan:

a. Dinyatokan tidak memenuhi persyaratan kelayakan usaha;
b. Karena bergabung dengan BUM Desa yang lain.

[2) Pembubaran BUM Desa dengan alasan tdak memenuhi persyaratan
kelayakan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurufl a, maka
seluruh kekayaan dan kewajiban BUM Desa tersebut menjadi tanggung
Jwab Pemerintah Desa.

(3) Pembubaran BUM Desa karena digabung dengan BUM Desa yang lain,
sebogaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka seluruh kekayaan dan
kewajiban BUM Desa tersebut menjadi tanggung jawab BUM Desa hasil
penggabungan,

(4] Pembubaran BUM Desa diputuskan melalui musyawarah Desa yang dihadiri
olch organisasi BUM Desa dengan persetujuan BPD dan ditetapkan dalam
Peraturan Desa,

BAB X
PENUTUP
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiharjo
i nnggal 24 September 2021
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIPURO
DESA JATIHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIHARJO
NOMOR : 141/17/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PERANGHEAT DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA * HARJO MAKMUR “ DESA JATIHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIHARJO

sMenimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapaian
asli desa, maka periu dibentuk Badan Usaha Milik Deza
* Harjo Makmur “;

b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan
sehari-hari Badan Usaha Milik Desa © Harjo Makmur "
Desa Jatiharjo perlu ditetapkan Susunan Perangkat dan
Struktur Organisasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa *
Harjo Makmur * Desa Jatiharjo denpgan Keputusan
Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perfu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Perangkat dan
struktur Organisasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa *
Harjo Makmur * Desa Jatiharjo Masa Bakti Tahun 2021
- 2025

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nemor 7, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintnh Republik Indoncsia Nomor 11
Tonhun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendatann dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa ;

6. Peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indonesia

Momor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 2091;

7. Peraluran Dess Jatiharjo Nomor & Tahun 2021 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa * Harjo Makmur
*. dan Angaran Dasar Badan Usaha Milik Desa * Harjo

Makmur ",

MEMUTUSEAN :

. Menctapkan Pelaksana Operasional sebagai Dircktur dan

Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa ® Harjo Makmur *
Desa Jatiharjo Masa Bakti Tahun 2021 - 2025 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

+ Menetapkan Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Herjo

Mokmur sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

» Tugas Pelaksana Operasional | Direktur ) Badan Usaha Milik

Desn "Harjo Makmur® Desa Jatiharjo ndalah :

1. Menjalankan scgala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa
dan sesuni dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta
mewnkili BUM Desa di dalom dan atau di loar
pengndilon mengenal segaln hal dan segaln kejadian,
dengan  pembatasan  sebogaimana  diatur  dalam
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Anggaran Dasar BUM Desa, berdasarkan keputusan
Musynwarah Desa dan/atau ketentuan peératuran
perundang undangan.

2, Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja
BUM Desa .

3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan
pengawas,

4, Menyusun laperan tahunan pelaksanasn pengelolaan
Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa setelah ditciaah oleh penasihat dan pengawas.

5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan
pengelolaan BUM Desa kepada penasthat;

6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada
Musyawarah Desa ; dan

7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan
dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahban
modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa.

KE EMPAT . Tupas Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “Harjo

Makmur® Desa Jattharjo adalah

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan
dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana
operasional termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;.

2. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan
BUM Desa ;

3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau

* pengawasan tahunan kepada Musyawaranh Desa;

4, Melakukan telaahan atas Jlapomn  semesteran
pelaksanaan pengelolasn Usaha BUM  Desa dar
pelaksana operasional wuntuk diajukan kepada
penasihaet;

5. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program
kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk
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eljulean kepada musyawarah Desa |

6. Dermama dengan penasibar, melakukan telaahan atos
lnpoaran ahuien pelalisanann pepgelolian Uanhin BLIM
Dena alely pelakssnn aperasiongl  sebelum diajukan
kepada Musyawarnh Denn;

7. Bersama  penaslhat,  menclanh  laporan  nhunan
pelakannaan  pengelolann Usaha DUM  Desa  untuk
disjulenn kepadin Musyawarah Desi;

B. Dan memberikon penjelasan alas keterangan lentnng

hanil pengnwasan dalom Musyawarnh Desn.

KELIMA + Semun binyn yang tmbul sebagal akibat ditetapkannya
Keputusan  inl  dibebanknn paddn. Reneann  Anggnran
Opermsionnl Radinn Usaha Milik Desa “Harjo Maokmur®™ Desn
Jatiharjo.

KEEMAM ¢ Keputusan ini mulni berlaku pndn. tanggal ditetaplonn.

Ditetapkan di : Desn Jatiharjo
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LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATTHARJOD
Nomor 1 141717 Tahun 2021
Tanggal : 24 September 2021

SUSUNAN PERANGHAT DAN ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA “HARJO MAKMUR"™ DESA JATIHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2025

Musyawarah Desa : Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Pendidik, Tokoh Keschatan, Tokoh Agama, Tokoh perempuan dan tokch
Lainnya.

Penasihat : KEPALA DESA
Badan Pengawas
Ketua/ Anggota : Jaka Santosa, A.Md

Pelaksana Operasional
Direktur : Teguh Wiyono
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LAMPIRAN 2. HEPFUTUSAN KEPALA DESA JATIHIAILIO
Mo Pl EPaln JO020
Tanggal | 2 Heplember 202

ATHUKTUR ORGANIRAN
PENOURUS BADAN USAHA MILIK DESA "HARJO MAKMUR"
DESA JATIHARIO
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2028

h /
. kol
WERTANARNS Fna c ] Tl R REENT, Tovkinsds
Stcyarakial, Beskash
Preridialih, Fokody
A Pkl
Vesemmpunt, | okeds Ininnyn
PENASENAT b A
KEPALA DESA 0
AU W ALY
 DADAN PENOAWAS
o Jolon Hantons, AMil
DIREKTUR
Teguh Wiyeng
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FEMERINTAN KARUTATEN HARANGANTAR
KECAMATAN JATIFURD

KEPALA DESA JATIHARJO
Alamal ¢ Jin. Mewang Gampal, Desa Jaliharjn, Jatipars Kode Pos 57784

BERITA ACARA MUBYAWARAH
PEMBAHABAN ANGOARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA HARJO MAKMUR
DESA JATIHARIO

Berknitan dengan penyusunan Anggaran HFumah Tanpgga BUM
Desa Harjo Makmur di Denn Jatiharjo Kecamnatan Jatipure Kabupaten
Karanganyar Provinsl Jowa Tengah pada :

Harl dan tanggal 20000, Sofheeiow, 2021
Jam : 800 ad sclenai
Tempnt + Balal Desa Jatiharjo

Telah diadakan kegiatan rapat dan musyawarah organisasi BUM

Desa Harjo Makmur, vang telah dihndiri alch Kepala Desa selalkog

. Penaschat, Pengawas BUM Desa, dan Direktur BUM Desa sebagaimana
tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : Bp. Kepala Desa
Notulen : Bp. Direktur BUM Desa

Setelah dilakukan pembahanan dan diskusi, selanjutnya seluruh
peacrin rapat menyepakati Angegaran Rumah Tangga BUM Desa Harjo
Makmur Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibunt dan disshkan dengan penuh
tanggungjawab agnr dapat diperpunakan sebagnimana mestinya.

Jatiharje, 27. e, 2021

Kepuln Desa Jatiharjo
Direktur BUM Deno Pengawinns BUM Dean L o Fenasthat BUM Desa
Harjo Makmur Harjo Mokmur e o Makmur

a2 HEEEAR

TEGUH WITOND  JAKA BANTOHSA, A.Md .-“-J;;.ui.fgn WALUYO
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
HECAMATAN JATIPURD

) KEPALA DESA JATIHARJO
Alamat : Jln. Mawang Gempol, Desa Jatiharjo, Jatipuro Kode Pos 57754

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA HARJO MAHKMUR

DESA JATIHARJO

NO NAMA JABATAN ALAMAT 1D
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PEMERINTAH HABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO

KEPALA DESA JATTHARJO

Alamat : Jin, Mawang Gempal, Desa Jatiharjo, Jatipuro Kode Poa 57784

BERITA ACARA
NOMOR : 181 fob /% ey

MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA HARJO MAKMUR DESA JATIHARJO
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANCGANYAR

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Desa Harjo Makmur di
Desa Jatiharjo -Kecamatan Jatipuro Kabupaten/Kota Karanganyar Provinsi

Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal: ¥3mi§ 13 ﬁgﬂm'btr 201t
Jam s oa.op W £-3 Sdeial
Tempat s Kodter Mula \bane
Telah dindaken kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadin oleh
wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tolkoh masyarakat, sertn unsur Inin
yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir teclampir.
Pimpinan Musawarah : Ketua BPD
Motulen » Bekretaris BPD
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Desa menycpakati beberapa hal yang berketetnpan menjadi
kescpakatan akhir dam musyawarah yaitu: )
1. Menyepakati pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Desa Jatiharjo, merupakan Badan Hulum ;
. Menyepakati Perdes Pendirinn besertn Anggaran Dasar BUM
Desa dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa:
. Menyepakati Program Kerja BUM Desa Tahun Anggaran 2021
Menyepakati penyertaan modal awal BUM Desa® Harjo Makmur ® adalah
sebesar Rp. 27.500.000,- {dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupinh);
Menyepakati dan Menetapkan struktur organisasi Pengelola BUMDesn ;
Menyepakati Perdes Pembentukan BUMDesa sebelumnyn (Perdes lama)
dicabut dan dinyatakan tidak berlalu
Keputusan diambil secara musynwarah mufakat.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh nggung

;o AL B

Wakil Masyarakat

e e
[ E“'f-'ﬂ.r@Lt]
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PEMERINTAH HABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN JATIFURO

KEPALA DESA JATIHARJO

Alamat : JIn. Mawang Gempal, Deaa Jabiharja, Jalipuro Kode Pos 57704

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

[ HARJO MAKMUR )
NO NAMA JABATAN ALAMAT
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